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Abstrak

Tata cara penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur melalui
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaksanaan pemeriksaan,
persidangan, dan pemutusan perselihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur pada
Pasal 6- Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Perselisinan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui maksud alat bukti lain berupa informasi secara elektronik dalam alat bukti
pada penyelesaian sengketa pemilihan hasil pemilihan kepala daerah, untuk mengetahui kekuatan
alat bukti berupa informasi secara elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada, dan untuk
mengetahui penggunaan alat bukti lain berupa informasi elektronik dalam penyelesaian sengketa
pilkada. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha
mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan
khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah
data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil
penelitian dipahami bahwa Kekuasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan kewenangan tambahan yang berasal
dari UndangUndang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alat bukti Informasi Elektronik
penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam Penyelesaian Sengketa
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, mengingat kebutuhan
akan perkembangan zaman, serta amanat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat
(1) angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kata kunci: Penggunaan, Alat Bukti Elektronik, Pilkada.
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1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi, oleh karena itu Negara menyatakan
diri sebagai Negara demokrasi dalam konstitusinya, pasti melaksanakan kegiatan Pemilu
untuk memilih Kepala Negara, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau pejabat publik yang baru.
Indonesia sebagai Negara demokrasi haruslah meletakkan kedaulatan di tangan rakyat.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
Menyatakan bahwa: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Hal yang paling mendasar dalam menentukan suatu Negara adalah
konsep kedaulatan yang dianut. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan
kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya
dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tunggal, utuh dan tak terbagi, serta tidak berasal
dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat
ini dalam pengisian jabatan adalah terselenggaranya Pemilihan Umum. Pelaksanaan
kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum sekarang ini equivalen
dengan pelaksanaan demokrasi Negara tersebut.

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa : Negara
Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki tujuan dalam
rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian
sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu
antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan
hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum
itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan
masyarakat suatu negara.

Oleh karena Pemilu merupakan media bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya,
maka Pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai dasar pembentukan
pemerintah. Dalam pelaksanaan Pemilu pasti ada yang merasa tidak puas terhadap
hasilnya sehingga menimbulkan sengketa. Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan
guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi
wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta
sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut. Berkaitan dengan Negara
hukum maka dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut haruslah sesuai dengan
konstitusi di Indonesia, karena dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia
banyak ditemukan masalah dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan sengketa hasil
Pemilu yang tentu saja diselesaikan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Amandemen UUD 1945 ke-IV berdampak luas pada sistem ketatanegaraan di
Indonesia. Salah satu substansi penting dalam perubahan ketiga konstitusi yaitu : puncak
kekuasaan kehakiman di Indonesia berpuncak pada 2 lembaga yakni : Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan penting yang bisa dijadikan dasar untuk
menjustifikasi pentingnya Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
yaitu: kesatu, tidak adanya mekanisme ketatanegaraan untuk menyelesaikan sengketa
kewenangan antar lembaga tinggi Negara; kedua, ketiadaan prosedur untuk mengatasi tafsir
ganda terhadap konstitusi atau memberi interprestasi pada konstitusi agar dilaksanakan
secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan yang dicita-citakan oleh
demokrasi; ketiga, munculnya kebutuhan konstitusional dalam membangun dan
melaksanakan prinsip chek and balances dalam sistem ketatanegaraan ke depannya.

Jimly Asshiddigie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara,
menyatakan mengenai kewenangan Mahkamah konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
dengan rincian sebagai berikut:

1) Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945;
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2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

3) Memutus pembubaran partai politik, dan
4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta satu kewajibannya adalah

Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhiatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tata cara penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur
melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaksanaan
pemeriksaan, persidangan, dan pemutusan perselihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah
Konstitusi diatur pada Pasal 6- Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun
2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota. Adapun alat bukti yang sah di atur dalam Pasal 41 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai berikut:

1) Surat atau tulisan;

2) Keterangan saksi;

3) Keterangan ahli;

4) Keterangan para pihak;

5) Petunjuk; dan

6) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pemilu
Kepala Daerah adalah kewenangan Mahmakah Konstitusi. Untuk memutus perkara
perselihan hasil pemilihan umum, tentu saja Hakim Mahmakah Konstitusi menginsyaratkan
adanya pembuktian untuk menguatkan dalil para pihak yang berperkara. Contoh kasus
perselisinan hasil Pemilu Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi yang ada alat buktinya
dalam bentuk digital adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-
XVI/2018. Pemohon merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2014 (nomor urut 4), dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai sebagai Termohon. Manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Indonesia berupa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu
untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan daerah. Adapun Pilkada untuk memilih gubernur, bupati
atau walikota.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif8
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu
penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan
peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum
dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sifat
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti
berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa
memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri
dari: a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Quran Surat Al-Qasas Ayat 26. b.
Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
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2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan
permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan
yang sesuai dengan judul ini
Data Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara studi kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara
langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar
kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder
yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan
cara searching melalui media internet. Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok
dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh
penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku
nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian yaitu memaparkan,
menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan maslah terkait judul penelitian
dari data yang terkumpul.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Maksud Alat Bukti Lain Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Alat Bukti Pada
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Seperti dijelaskan dari awal pembahasan bahwa alat bukti berupa informasi elektronik
saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan
berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara
instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi
barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi
kebanyakan orang Alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan
dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat
mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya
penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya
membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa alat bukti berupa informasi
elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan
kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan
dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya
bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal
baru bagi kebanyakan orang. Alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah
perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi
yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu
maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini
tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.

Alat bukti elektronik mempunyai sifat yang berbeda dari alat bukti umum yang diatur
dalam KUHAP. Salah satu perbedaannnya adalah bentuknya yang bersifat digital (non
paperbased) sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memahami arti dan
makna serta keaslian alat bukti digital tersebut. Lazimnya dalam persidangan pengadilan
guna mengungkap keaslian suatu alat bukti digital, diperlukan keterangan ahli di bidang ITE
dan melakukan digital forensik apabila diperlukan. Suatu informasi/dokumen elektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam UU ITE. Keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik
masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan
originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian
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keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, maka untuk
kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (electronic evidence) sehingga hakim
memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya,
hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli).

Senada dengan pernyataan di atas, Ali Juliano Gema menyatakan bahwa suatu
Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dapat diajadikan alat bukti sah ketika
Sistem Elektronik yang digunakan aman, andal dan minimal memenuhi persyaratatn yang
sesuai dengan UU ITE. Artinya bahwa tidak serta merta alat bukti berbentuk Informasi
Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sebelum
adanya suatu keabsahan berdasarkan UU ITE atau keterangan ahli ITE. Untuk
mendapatkan keabsahan dan kekuatan alat bukti Informasi Elektronik atau Dokumen
Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat, haruslah
memenuhi syarat formil. Syarat Formil memeberikan batasan Informasi atau Dokumen
Elektronik yang dihasilkan haruslah dituangkan kedalam sebuah surat yang tertulis agar
dapat diteriam sebagai dokumen barang bukti. Selain itu, syarat Materiil dipenuhi juga,
sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE.

Kekuatan Alat Bukti Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian
Sengketa Pilkada

Menurut Topo Santoso, penegakan hukum pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu
civil process dan crime processs. Civil process merupakan mekanisme koreksi ter-hadap
hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang.
Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta pemilu karena prosesnya yang cepat. Civil
process cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang besar untuk tercapainya
tujuan penegakan hukum pemilu, karena dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Bentuk
kedua mekanisme penegakan hukum adalah crime process, yaitu proses penyelesaian
permasalahan hukum pemilu. Mekanime crime process seperti yang dikenal dengan
penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku,
baik pidana, administrasi maupun kode etik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Berbeda dengan pemilu yang berlangsung sebelum Perubahan UUD 1945 yang tidak dapat
dipersoalkan hasilnya oleh Peserta Pemilu, sesudah Perubahan UUD 1945, Pemilu yang
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri, dapat dipersoalkan hasilnya oleh peserta pemilu di forum MK sebagai “perselisihan
hasil Pemilu”.

Dalam sistem peradilan perselisihan hasil pemilihan umum ini, penetapan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) atas hasil perhitungan suara dari pemilihan umum menjadi
objectum litis atau objek sengketanya. Dengan demikian, dalam sistem peradilan ini, yang
diperkarakan bukan mengenai tindak pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama
proses pemilihan umum itu berlangsung. Melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, ter-minologi pemilihan kepala daerah diubah men-jadi
pemilihan umum kepala daerah. Bab | Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007
mempunyai maksud bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu
untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian,
apabila pemilihan kepala daerah sebelumnya menjadi perdebatan apakah masuk dalam
rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah, maka dengan diterbitkannya UU Nomor 22
Tahun 2007 sudah jelas bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam
rezim Pemilu.

Konsekwensi yuridis penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi
kewe-nangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan UUD
1945. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 236C UU Nomor 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Penanganan
sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh
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Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas)
bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Sebelum kewenangan tersebut dialihkan, MK
mengeluarkan Putusan No. 72-73/PUU-II/2004 tentang pengujian Undan-undangPeme-
rintahan Daerah yang mana MK menyatakan, “...secara konstitusional, pembuat undang-
undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan
pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu,
perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan MK dengan ketentuan
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan
bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E
UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan MA
sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945...”.

Penggunaan Alat Bukti Lain Berupa Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian
Sengketa Pilkada

Adapun kasus posisi atau kronologis perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor : 35/PHP.BUP-XVI1/2018, sebagai berikut: Bahwa Pemohon merupakan Pasangan
Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun
2018, Nomor urut 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai merupakan Termohon, dan
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Deiyai Tahun 2018, Nomor urut 1 sebagai Pihak Terkait; Bahwa Pemohon telah mengajukan
permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.04 WIB
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/1/PAN.MK/2018, yang telah
diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 15.18 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli
2018;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan
penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai
Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (selanjutnya
disebut KPU Kabupaten Deiyai); Bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan yaitu
ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) menyatakan,
Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada
Mahkamah dapat diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Bahwa
berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1- Kpt/9128/KPU-
Kab/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon
adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan
Nomor Urut 4 (bukti P-4);

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan
KPU Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VI1/2018 tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018. Hal ini disebabkan oleh telah terjadi
pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan- kecurangan;

4. KESIMPULAN

Kekuasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari
Undang-Undang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Alat bukti Informasi Elektronik penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang
sah dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di
Mahkamah Konstitusi, mengingat kebutuhan akan perkembangan zaman, serta amanat
Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (1) angka 6 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Hasil analisa penulis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PHP.BUP-
XVI/2018 tidak memuat rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara karena amar
putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang tidak lengkap, serta bertentangan
dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, yang dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi
memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.
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